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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 15 TAHUN 2021   

TENTANG 

PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN 

DAN PERIKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik guna menciptakan pelayanan publik yang 

prima di lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, perlu mengatur kembali pelayanan 

publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan; 

b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan 

Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

perlu disesuaikan dengan perkembangan dan 

kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan serta ketentuan peraturan 

perundang-undangan, sehingga perlu diganti; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan tentang Pelayanan Publik di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); 

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 

tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 5); 

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1114); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Pelayanan 

Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 

warga negara dan penduduk serta pihak internal atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

2. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya 

disebut Penyelenggara adalah unit kerja eselon II atau 

unit pelaksana teknis pada unit kerja eselon I di 

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang 

secara langsung melaksanakan kegiatan Pelayanan 

Publik. 

3. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut 

Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap 

orang yang bekerja di dalam organisasi Penyelenggara 

yang bertugas melaksanakan tindakan atau 

serangkaian tindakan Pelayanan Publik. 

4. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara 

maupun penduduk sebagai orang perseorangan, 

kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan 

sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik di bidang 

kelautan dan perikanan, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

5. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang 

dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
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pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan 

sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada 

Masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, 

cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 

6. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang 

berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang 

terdapat dalam Standar Pelayanan. 

7. Sistem Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya 

disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan 

yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi 

serta mekanisme penyampaian informasi dari 

Penyelenggara kepada Masyarakat dan sebaliknya 

dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf 

braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta 

disajikan secara manual atau elektronik. 

8. Penghargaan adalah pengakuan atas apresiasi atas 

prestasi Pelaksana dalam penyelenggaraan Pelayanan 

Publik yang dilaksanakan secara adil dan obyektif. 

9. Kompensasi adalah suatu bentuk penggantian atas 

tidak terpenuhinya Standar Pelayanan Publik kepada 

penerima layanan publik. 

10. Inovasi Pelayanan Publik adalah suatu terobosan jenis 

Pelayanan Publik berupa gagasan/ide kreatif orisinil 

dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan 

manfaat bagi Masyarakat baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

11. Kementerian adalah kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kelautan dan perikanan. 

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan bidang kelautan dan perikanan. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP PELAYANAN PUBLIK 

 

Pasal 2 

(1) Ruang lingkup Pelayanan Publik, terdiri atas: 
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a. pelayanan barang publik; 

b. pelayanan jasa publik; dan 

c. pelayanan administratif. 

(2) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a merupakan pengadaan dan penyaluran 

barang publik yang dilakukan Kementerian yang 

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara. 

(3) Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b merupakan penyediaan jasa publik 

yang dilakukan oleh Kementerian yang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan 

dan belanja negara. 

(4) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c merupakan tindakan administratif 

Kementerian yang diwajibkan oleh negara dan diatur 

dalam peraturan perundang-undangan di bidang 

kelautan dan perikanan. 

(5) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), dan pelayanan administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas nama 

layanan publik dan produk layanan publik. 

(6) Nama layanan publik dan produk layanan publik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri. 

 

BAB III 

STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN 

 

Bagian Kesatu 

Standar Pelayanan 

 

Pasal 3 

(1) Penyelenggara wajib menyusun Standar Pelayanan 

terhadap setiap jenis pelayanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). 
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